
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Indonesia merupakan suatu negara hukum, pernyataan tersebut termuat dalam 

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia 

berdasarkan atas hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka 

(machtstaat)”, sebagai negara hukum maka Indonesia mempunyai serangkaian 

peraturan atau hukum supaya kepentingan masyarakat dapat terlindungi. Alinea 

ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan 

konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya antara lain 

adalah menciptakan kesejahteraan umum. Jadi semua usaha dan pembangunan 

yang dilakukan negara ini harus mengarah pada tujuan ini sehingga tercipta 

kesejahteraan rakyat. 

 

Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu 

masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum 

adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat, namun hukum bukanlah bangunan 

sosial yang statis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena 

fungsinya untuk melayani masyarakat
1
. Suatu hukum dalam masyarakat tidak 
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selalu bertindak sebagai suatu penghalang terhadap perubahan sosial. Adanya 

sikap masyarakat yang peduli terhadap hukum dapat berfungsi sebagai sumber 

kekuatan yang luar biasa untuk ketentraman dari pergaulan masyarakat itu sendiri. 

 

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat dewasa ini menyebabkan 

terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun 

ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan 

kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya 

kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena 

kebutuhan hidup yang semakin meningkat dalam setiap anggota masyarakat 

tersebut. Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat misalnya 

penjambretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, 

pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau 

“street crime” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. 

 

Perkembangan kejahatan seperti diuraikan diatas, maka hukum menempati posisi 

yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum 

diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam 

masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah 

dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.
2
 

 

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama maupun seorang 

diri terhadap orang ataupun barang semakin meningkat dan meresahkan 

masyarakat serta aparat penegak hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Buku II Bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang 
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terdapat dalam Pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana disebutkan bahwa : “Barangsiapa di muka umum, bersama-sama 

melakukan kekerasan terhadap orang atau barang …” dapat dilihat dalam pasal 

tersebut memiliki unsur-unsur yang memberi batasan untuk dapat menjerat 

seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan.  

 

Dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan lainnya yang terdapat juga dalam 

KUHP, Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat daripada 

pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk kekerasan yang lain dalam KUHP. 

Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP lebih menegaskan lagi bahwa “. Yang bersalah 

dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, kalau ia dengan 

sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukanya itu 

menyebabkan orang mendapat luka”. Dalam pasal ini bukan hanya unsur 

kekerasan saja, namun unsur menyebabkan orang mendapat luka termasuk 

didalamnya. Dilihat dari unsurnya, Pasal 170 KUHP memiliki suatu perbedaan 

terhadap Pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana yang dilakukan lebih 

dari satu orang. 

 

Seseorang yang melakukan tindak pidana yang tergolong dalam Pasal 170 ayat (1) 

maupun ayat (2) KUHP haruslah diproses berdasarkan peraturan hukum yang 

berlaku. Hal ini akan menjadi tanggung jawab hakim dalam menentukan 

penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan unsur-unsur 

yang terdapat dalam pasal tersebut. Hakim sebagai salah satu penegak hukum 

yang berperan penting dalam peradilan haruslah dapat bersikap seadil-adilnya, 

karena hakim memiliki posisi sentral dalam proses penegakan hukum yang 
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mampu menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana. Putusan hakim 

sangatlah penting karena merupakan tolak ukur pemahaman hakim atas suatu 

perkara dari tindak pidana yang dipersidangkan dalam pengadilan serta menjadi 

puncak dalam perjuangan memperoleh keadilan. 

 

Sebagai contoh pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 

101/Pid.B/2007/PN.Tk. Kasus berawal dari Terdakwa Nur Cahyono dan 

saudaranya yang tiba-tiba didatangi Supriyanto yang mengatakan bahwa Sarno 

alias Itheng bertengkar dengan Warga Kampung Sawah. Mendengar hal tersebut 

Terdakwa dan saudara beserta Supriyanto pergi ke tempat dimana Sarno ditahan 

oleh warga untuk melerai perkelahian. Terdakwa dan Sdr. Nur Cahyanto langsung 

memukul Semi yang mengenai mata sebelah kanan. Tukimin yang melihat Semi 

dipukul oleh Terdakwa dan Sdr. Nur Cahyanto berusaha melerai lagi, namun 

belum sempat melerai mereka, Tukimin malah dipukul Terdakwa dengan tangan 

kosong sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dan dipukul Sdr. Nur Cahyanto 

dengan menggunakan batu sebesar kepalan tangan orang dewasa yang mengenai 

bagian atas mata sebelah kiri dan kening hingga mengeluarkan darah, kemudian 

Terdakwa dan Sdr. Nur Cahyanto mendorong Tukimin hingga jatuh, selanjutnya 

Tukimin ditendangi dengan menggunakan kedua kaki Terdakwa dan Sdr. Nur 

Cahyanto sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali.  

 

Perkelahian mereka berhenti setelah Budi Giono dan Eko Susanto datang melerai 

perkelahian tersebut dan membawa Tukimin yang menderita luka ke Rumah 

Sakit. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memohon Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili 
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perkara ini memutuskan Terdakwa Nur Cahyono terbukti bersalah melakukan 

tindak pidana pengeroyokan, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 89 KUHP. 

 

Pada kasus di atas terdapat suatu kesalahan yaitu terlihat dalam unsur melakukan 

kekerasan dimana pengertian kekerasan dalam Pasal 89 KUHP secara tersirat 

masih digunakan, melainkan Pasal 170 ayat (3) KUHP. Implementasi pidana yang 

dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang terhadap pelaku 

tindak pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tentang tindak pidana dengan tenaga 

bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka atau 

pengrusakan pada barang (pengeroyokan), hakim harus mempunyai implementasi 

dalam pasal tersebut yang nantinya dapat memberikan putusan yang terbaik bagi 

pelaku tindak pidana tersebut. 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah 

penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran 

yang akan dicapai menjadi jelas, terarah dan mendapatkan hasil seperti yang 

diharapkan. Dalam penelitian ini perumusan masalah dari masalah-masalah yang 

diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah implementasi Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tentang tindak 

pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang 

mengakibatkan luka di Pengadilan Negeri Tanjung Karang? 

b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung 

Karang dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan 
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tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan 

luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah bagian dari kajian 

Hukum Pidana. Sedangkan  lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya 

terbatas pada implementasi Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tentang tindak pidana 

dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan 

luka di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan dasar pertimbangan Hakim 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang 

mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Setiap kegiatan penelitian pastilah mempunyai tujuan, dimana tujuan-tujuan yang 

hendak dipakai penulis dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui implementasi Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tentang tindak 

pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang 

mengakibatkan luka di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. 

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung 

Karang dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan 

tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan 

luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana mengenai 

implementasi Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tentang tindak pidana dengan 

tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan 

luka di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.  

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada 

Praktisi Hukum dan masyarakat khususnya mengenai dasar pertimbangan 

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan 

terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 

ayat (2) ke-1 KUHP. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.
3
 

 

Pasal 170 KUHP  mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan 

terhadap orang atau barang di muka umum. Kalau boleh dikatakan pasal ini 
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adalah  gabungan  Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP 

tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Pasal 170 KUHP berbunyi 

demikian: 

(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan 

terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun 

enam bulan. 

(2) Tersalah dihukum: 

a) dengan penjara  selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja 

merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan 

sesuatu luka. 

b) dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu 

menyebabkan luka berat pada tubuh 

c) dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu 

menyebabkan matinya orang. 

 

Penyertaan ialah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu tindak 

pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu 

orang. Definisi tersebut merupakan kesimpulan dari penjelasan Pasal 55 dan Pasal 

56 KUHP tentang bentuk-bentuk dari penyertaan karena KUHP sendiri tidak 

secara tegas dalam memberikan pengertian tentang penyertaan. Untuk 

menentukan kedudukan para pelaku tindak pidana yang dilakukan secara 

bersama-sama dapat menggunakan teori atau doktrin delik penyertaan, karena 

tindak pidana yang dilakukan secara bersama tidak ada perbedaan dengan tindak 
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pidana seperti biasanya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan 

hukum pidana.
4
 

 

Menentukan kedudukan para pelaku tindak pidana yang dilakukan secara bersama 

dapat menggunakan empat macam bentuk dalam delik penyertaan yaitu turut serta 

(medapleger), menyuruh lakukan (doen pleger), menganjurkan lakukan 

(uitlokker), dan membantu melakukan (medeplichtigheid). Adapun dengan 

keempat macam bentuk penyertaan tersebut apabila dikontekskan dengan bentuk-

bentuk tindak pidana yang dilakukan secara bersama, yang pada akhirnya 

memperoleh suatu kejelasan terhadap hubungan dan kedudukan para pelaku 

tersebut, khusunya apabila dalam hal dihadapkan pada banyaknya jumlah pelaku 

yang tidak jelas berapa besarnya.
5
 

 

Pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara, tidak terlepas dari 

kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan 

dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui 

putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-

undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin 

keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan 

tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas 

yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai 

salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman 

adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan 
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5
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perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui 

putusannya.
6
 

 

Ketentuan hukum yang selalu ketinggalan dibandingkan dengan kebutuhan dan 

perkembangan masyarakat mengharuskan hakim untuk melakukan sebuah kajian 

hukum komprehensif yang disebut penafsiran hukum.
7
 Konsepsi hakim dalam 

melakukan penafsiran hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) teori yaitu teori 

penemuan hukum yang heteronom dan teori penemuan hukum yang otonom. 

Perbedaan mendasar dari kedua teori tersebut terletak pada sejauh mana hakim 

terikat pada ketentuan hukum tertulis. Teori penemuan hukum heteronom lebih 

menempatkan hakim sebagai corong undang-undang (la bouche de la loi) 

sedangkan teori penemuan hukum otonom menempatkan hakim pada satu 

kebebasan untuk memahami dan mengkaitkan hukum sesuai perkembangan 

masyarakat. 

 

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, 

mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, 

baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan 

teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka 

hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. 

Hakim dalam membuat putusan berpedoman pada 3 hal, yaitu : 

a. Unsur Yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama. 

b. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan. 

                                                 
6
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Sinar Grafika, Jakarta,  2010, hlm. 102 
7
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c. Unsur Sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan  

berkembang dalam masyarakat.
8
 

 

2. Konseptual 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini 

penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam 

memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai 

berikut : 

a. Impelentasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 

sudah disusun secara matang dan terperinci.
9
 

b. Analisis adalah upaya penelitian hukum terhadap suatu peristiwa atau keadaan 

sebanarnya.
10

 

c. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal 

lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang 

diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan 

tersusun sebelumnya.
11

 

d. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang 

hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata 

usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan 

suatu hukum pidana,
12

 

                                                 
8
 Ahmad Rifai, Op, Cit., hlm. 94. 

9
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi 

Kedua). Jakarta, 1991, hlm 423 
10

 Ibid, hlm 56. 
11

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op, Cit., hlm. 405. 
12

 Wiryono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung : Refika 

Aditama 2002, hlm. 1. 
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e. Tenaga bersama atau secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh dua orang 

atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan.
13

 

f. Kekerasan mengandung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah 

tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang 

dengan tangan atau senjata dan sebagainya.
14

 

 

E. Sistematika Penulisan Hukum 

 

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya 

ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah, maka 

penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika 

penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan 

berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

Dalam bab pendahuluan ini, penulis menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan hukum. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka 

teori meliputi tinjauan umum tentang hukum acara pidana dan tinjauan umum 

tentang tindak pidana pencucian uang. 

 

III.  METODE PENELITIAN  

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan 

mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu 

                                                 
13

 R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya. Usaha nasional, Surabaya,  1981, hlm. 190. 
14

 Thomas Susanto, Teori-teori Kekerasan. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 11. 
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dalam memperoleh dan megklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur 

pengumpulan data dan pengolahan data, kemudian dari data yang telah terkumpul 

dilakukan analisis data dengan bentuk uraian. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan 

masalah, yaitu mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung 

Karang dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan tenaga 

bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka 

sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. 

 

V. PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi simpulan yang 

diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari 

simpulan tersebut. 

 

 


